
BAB IV 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

1. Hukum humaniter bertujuan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada 

mereka yang menderita atau yang menjadi korban perang, baik mereka yang secara 

aktif turut dalam permusuhan (kombatan) maupun yang tidak turut serta dalam 

permusuhan atau penduduk sipil Perlindungan terhadap penduduk sipil yang diatur 

dalam Konvensi Jenewa IV adalah tidak sama dengan “orang yang dilindungi” yang 

diatur dalam Konvensi Jenewa I, II, dan III yang perlindungannya ditujukan kepada 

kombatan atau orang yang ikut serta dalam permusuhan, sedangkan perlindungan 

terhadap penduduk sipil, ditujukan bagi orang-orang yang tidak ikut serta dalam 

permusuhan (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949). Dalam kaitan ini, pihak-pihak 

yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan Pertama, memaksa, baik jasmani 

atau pun rohani untuk memperoleh keterangan; kedua, menimbulkan penderitaan 

jasmani; ketiga, menjatuhkan hukuman kolektif; keempat, mengadakan intimidasi, 

terorisme dan perampokan; kelima, tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil; 

dan keenam, menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera. 

2. Dalam perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Negara Rusia melakukan 

penyerangan di wilayah militer dan wilayah strategis pertahanan milik Negara 

Ukraina dan Rusia tidak menyerang ataupun melakukan penyerangan terhadap 

penduduk sipil Ukraina. Karena dalam setiap penyerangan yang akan dilakukan Rusia 

kepada Ukraina, Rusia selalu memberitahukan kepada penduduk Ukraina untuk 

meninggalkan wilayah yang akan terjadi perang, dengan menunjukan wilayah 

evakuasi untuk penduduk Ukraina. 

 



B. SARAN 

1. Dalam perlindungan penduduk sipil yang terjadi pada konflik bersenjata Rusia dan 

Ukraina sebaiknya PBB untuk segera melakukan perdamaian antara kedua belah 

pihak, karena berujung dengan penduduk sipil yang merasa tidak nyaman tinggal di 

negaranya sendiri, khususnya di negara Ukraina. 

2. Dalam menyelesaikan konflik antar negara, setiap negara harusnya terlebih dahulu 

mengupayakan solusi damai. Selain itu, penting bagi setiap negara untuk dapat 

melihat suatu konflik secara obyektif dan tetap pada koridor hukum internasional. 

Terkait dengan referendum Crimea, penulis menyarankan agar semua pihak dapat 

melihat secara tajam dan kritis pada akar permasalahannya sebelum mencoba menilai 

hasil yang terjadi sebagai akibat dari pokok permasalahan itu sendiri. Di sisi lain, 

penulis juga ingin menekankan bahwa memang suatu wilayah yang berpenduduk 

memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, namun seharusnya hak tersebut 

tidak digunakan untuk melampiaskan ketidakpuasan sementara akibat beda pendapat 

antara dua wilayah. Setiap negara dituntut untuk dapat melakukan tindakan antisipatif 

agar tidak ada perpecahan yang terjadi. Salah satunya dengan aktif mendukung solusi 

damai agar konflik tidak melebar. Tidak hanya itu, konsistensi dan pengakuan Hukum 

Internasional bersama juga perlu dilakukan sehingga tidak ada lagi adagium yang 

menyatakan bahwa yang berlaku adalah hukum rimba, dimana yang memiliki 

kekuatan yang menentukan hukumnya. 

 

 

 

 

 


